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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengajuan Gugatan Class Action Dalam Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup 
Memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi, mka salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).

Gugatan dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan, diantaranya:

Gugatan Permohonan (Voluntair) 

Gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri-ciri gugatan voluntair diantaranya adalah: 

Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. 

Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa. 

Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. 

Para pihak disebut Pemohon dan Termohon 

Gugatan Contentious 
Gugatan Contentious adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Ciri-ciri gugatan Contentious diantaranya adalah: 

Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa  antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain. 

Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini. 

Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini. 

Para pihak disebut penggugat dan tergugat.
 

Tiap-tiap orang dalam proses perdata, dimulai dengan diajukannya surat gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan apabila penggugat tidak dapat membaca dan menulis. Bentuk gugatan secara lisan berpedoman pada Pasal 120 HIR/144 RBg yang menegaskan bahwa bilamana penggugat buta huruf, surat gugatannya dapat dimasukkan dengan bentuk lisan kepada ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.

Gugatan lisan dapat diajukan dengan mengajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menguraikan/menjelaskan isi maksud gugatan. Ketua PN akan mencatat atau menyuruh mencacat gugatan tersebut yang disampaikan penggugat dan merumuskan sebaik mungkin gugatan dalam bentuk tertulis sesuai dengan yang diterangkan oleh penggugat.

Menentukan suatu gugatan dapat diajukan melalui gugatan perwakilan kelompok, terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa persyaratan, dan wakil kelas atau kuasanya harus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 

Pengajuan gugatan  class action dalam sengketa pencemaran lingkungan hidup dilakukan oleh kelompok masyarakat terdampak yang diwakili oleh satu atau beberapa orang (class representative). Langkah utamanya adalah mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri yang sesuai dengan domisili tergugat, yang harus memuat identitas lengkap wakil kelompok dan deskripsi jelas mengenai kelompok yang diwakili, serta posita (alasan-alasan gugatan) dan tuntutan (petitum) yang spesifik, termasuk usulan mekanisme distribusi ganti rugi jika dikabulkan. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Langkah-langkah pengajuan gugatan class action adalah sebagai berikut :
Menentukan perwakilan kelompok. 
Tentukan satu atau lebih orang yang akan bertindak sebagai wakil kelompok (class representative).
Menyusun surat gugatan. 

Buat surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum tergugat.
Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok.
Secara rinci dan spesifik kelompok yang diwakili, tanpa perlu menyebutkan nama setiap anggota secara individual.
Secara rinci alasan-alasan gugatan yang berlaku untuk seluruh kelompok, baik anggota yang teridentifikasi maupun tidak.
Menyampaikan tuntutan secara jelas dan rinci. Jika tuntutannya berupa ganti rugi, sertakan usulan mengenai mekanisme atau tata cara distribusi ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok.
Menyertakan dokumen pendukung
Siapkan dokumen pendukung yang relevan dengan kasus pencemaran lingkungan.
Mengajukan permohonan sita jaminan (opsional)
Jika diperlukan, ajukan permohonan penyitaan aset tergugat sebagai jaminan pelaksanaan putusan dengan melampirkan bukti awal kepemilikan aset.
Mengikuti proses persidangan
Hadiri setiap tahapan persidangan. Jika gugatan dikabulkan, hakim akan memutuskan jumlah ganti rugi, penentuan kelompok penerima, dan mekanisme pendistribusiannya. 
Dasar hukum pengajuan gugatan class action adalah sebagai berikut :
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (sebelumnya menjadi panduan umum) 
Gugatan class action  ini penting dilakukan dengan alasan sebagai  berikut:
Menghindari pengulangan gugatan individual untuk kasus yang sama.
Memberikan kesempatan bagi masyarakat terdampak untuk menuntut pertanggungjawaban tanpa harus mengajukan gugatan secara individua
Beberapa unsur terkait dengan gugatan perwakilan kelompok (class action), antara lain: 

Gugatan secara perdata, yaitu gugatan dalam class action masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri (eigenechting). 

Wakil Kelompok (Class Representative) yaitu satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota Kelompok. Saat gugatan class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil kelompok sebagai penggugat aktif. 

Anggota Kelompok (Class members) yaitu sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Apabila class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif. 

Adanya kerugian, yaitu untuk dapat mengajukan class action, baik pihak wakil kelompok (class repesentatif) maupun anggota kelompok (class members) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan concrete injured parties. 

Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum yaitu terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakili (class representative) dan pihak yang diwakili (class members) 

Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2002 menentukan suatu perkara gugatan hanya dapat diajukan dengan menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok atau class action apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Jumlah anggota kelompok yang besar 

Perma Nomor 1 Tahun 2002 tidak menentukan berupa jumlah minimal anggota kelompok agar gugatan dapat diperiksa berdasarkan perwakilan kelompok. Perma Nomor 1 Tahun 2002 hanya mensyaratkan bahwa jumlah anggota kelompok sekian banyak sehingga tidaklah praktis dan efesien apabila pengajuan gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri. Pilihan Perma Nomor 1 Tahun 2002  ini sangat tepa disesuaikan dengan praktik sehari-hari di Indonesia, tetapi dalam praktik pelaksanaannya, akan menimbulkan ketidakadanya kepastian hukum anatara keputusan pengadilan yang satu dan pengadilan yang lain 

Perma Nomor 1 Tahun 2002 juga tidak menentukan batas maksimal anggota kelas. Praktiknya memang sulit untuk menentukan batas maksimal anggota kelompok, namun dalam Pasal 3 huruf e telah mengantisipasi, jika anggota kelompok sedemikian banyak dapat dibagi dalam subkelompok. Demikian juga jika nilai kerugian dan sifat kerugian yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok berbeda,dapat dipisahkan beberapa sub kelompok.

Adanya kesamaan fakta (Commonality) 

Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of law) antara phak yang mewakili (class representative) dan pihak yang diwakili (class members). Wakil kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan bersifat subtansial atau prinsip.

Perma Nomor 1 Tahun 2002 persyaratan tersebut diatur secara bersamaan dalam Pasal 2 ayat (2) yang dirumuskan sebagai “terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat subtansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”. Dalam praktik kedua persyaratan tersebut, (persamaan fakta dan dasar hukum dan persamaan tuntutan) dapat dikategorikan atau dirumuskan sebagai “adanya kepentingan yang sama” (the same intrest).
 Perumusan syarat kepentingan yang sama “the same intrest” ini dalam berbagai ketentuan di negara-negara common law memang bervariasi.

Gugatan perdata biasa tidak ada ketentuan yang mengatur prihal syarat-syarat dan isi gugatan. Pasal 118 HIR hanya mengatur bagaimana suatu gugatan harus diajukan. Prakteknya suatu gugatan setidak-tidaknya memuat tentang:

Identitas secara lengkap dan jelas pihak penggugat dan tergugat;

Fakta kasus dan fakta hukum yang menjadi dasar pengajuan gugatan atau yang dikenal dengan posita. Pada bagian posita (dasar gugatan). Pada umumnya dalam praktek memuat prihal fakta-fakta/peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut serta uraian singkat tentang prihal hukumnya yaitu dalam kaitan prihal terjadinya hubungan hukum tersebut, tanpa harus menyebutkan pasal-pasal perundang-undangan atau aturan-aturan hukum termasuk hukum adat, sebab hal-hal seperti itu akan ditunjukkan atau dijelaskan oleh hakim dalam putusannya nanti, jika dipandang perlu (positu).

Tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat atau yang dikenal dengan petitum. Pada bagian petitum (pokok tuntutan), yaitu prihal apa-apa sajakah yang dikehendaki atau diminta oleh penggugat agar diharapkan dapat diputus oleh pengadilan (conclusum).
 

Prakteknya dalam class action tidak setiap orang berhak mengajukannya, melainkan hanya salah satu atau beberapa orang yang merupakan anggota dari sekelompok orang yang ikut mengalami kerugian secara langsung. Kepentingan yang dituntut dalam actio popularis adalah kepentingan umum yang dianggap kepentingan setiap anggota masyarakat juga, sedang dalam class action kepentingan yang dituntut adalah kepentingan yang sama dalam suatu permasalahan yang menimpa kelompok tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ditentukan bahwa wakil kelompok adalah salah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya (anggota kelompok). Selain dirinya sendiri, wakil kelompok juga mewakili kepentingan pihak lainnya yang lebih banyak jumlahnya, yang juga turut dirugikan. 

Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Dengan demikian pihak yang tidak menderita kerugian tidak dapat mengajukan gugatan sebagai wakil kelompok masyarakat yang dirugikan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai orang yang berhak mewakili kelompok tersebut berdasarkan pasal 1 huruf b Perma No. 1 Tahun 2002. Pihak yang mewakili kelompok masyarakat yang dirugikan tersebut juga harus memiliki kejujuran dan kesungguhan melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya, memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta kesamaan jenis tuntutan dengan para annggota kelompok yang diwakilinya.

Menurut Pasal 4 Perma 1 Tahun 2002  bahwa untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok,, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Dengan demikian secara umum Perma 1 Tahun 2002 berupaya meminimalisir hambatan-hambatan prosedural yang diatur dalam hukum acara perdata yang secara substansial memang tidak mengatur tentang gugatan legal standing maupun class action. Meskipun telah dikeluarkan Perma tersebut, tetapi substansinya masih sumir jika dimaksudkan untuk mengatur keseluruhan prosedur gugatan perwakilan kelompok, baik class action maupun legal standing, karena masih ada banyak aspek yang belum diatur di dalamnya. Sehingga dalam implementasinya dapat menimbulkan pemahaman dan interpretasi yang beragam. Tidak mengherankan kalau dalam menghadapi gugatan perwakilan kelompok selama ini masing-masing pengadilan menggunakan cara atau pedomannya sendiri-sendiri, sehingga tidak ada keseragaman dalam menanganinya. Ada hakim yang menyatakan menerima gugatan dan mengabulkannya, tetapi ada pula yang tidak menerimanya dan menolaknya karena hukum acaranya tidak ada.10 Meskipun demikian, sambil menunggu lahirnya perundang-undangan baru yang akan mengatur nantinya, sementara Perma tersebut perlu dioptimalkan penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik peradilan serta untuk mengisi kekosongan hukum (recht vacuum).

Putusan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan dalam mengadili perkara sangat bervariasi:

Menolak seluruh gugatan. 

Mengabulkan gugatan sebagian atau seluruhnya.

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
 

Putusan yang mengabulkan gugatan berkenaan dengan ganti rugi, diperlukan perumusan amar putusan yang lebih khusus dan teknis dibanding perkara biasa.
 Sehubungan dengan itu, Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2002 telah memberi pedoman kepada hakim yaitu dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi

Perumusan amar putusan atas pengabulan tuntutan ganti rugi, sebagai berikut:

Wajib dengan jelas dan pasti memutuskan jumlah ganti rugi dengan rinci:

Secara individual terhadap korban; 

Kerugian untuk kepentingan komunitas atau kolektif yang mengalami dampak kerusakan sebagai biaya pemulihan (jika ada). 

Penentuan kelompok dan/atau subkelompok yang berhak atas ganti rugi.

Amar yang mengatur mekanisme pendistribusian kepada anggota kelompok, meliputi perumusan tentang: 

Langkah-langkah yang wajib ditempuh dalam pendistribusian ganti rugi kepada anggota kelompok, oleh wakil kelompok; 

Cara yang wajib ditempuh wakil kelompok menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pendistribusian kepada anggota kelompok.
 

Beberapa cara distribusi yang dapat dilakukan adalah:

Diberikan langsung kepada masing-masing anggota kelompok, dengan syarat yang bersangkutan membuktikan dirinya sebagai anggota kelompok yang ikut mengalami kerugian.

Dapat juga melalui sub kelompok (jika ada) tanpa mengurangi keharusan membuktikan sebagai korban dari peristiwa yang diperkarakan. 

Wakil kelompok menyampaikan pemberitahuan atas pengabulan tuntutan ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok dengan cara mekanisme yang dituntutkan dalam putusan melalui media atau perangkat yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2002 yaitu melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau  desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.  Jadi, cara pembagian ganti rugi dalam gugatan perwakilan kelompok yaitu harus ditentukan oleh hakim jumlah ganti rugi secara rinci, serta siapa saja kelompok atau sub kelompok yang berhak.

Gugatan class action dimungkinkan terjadi perdamaian (dading) antara penggugat dengan tergugat. Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa, Sebelum dilakukan upaya perdamaian dalam class action, pihak penggugat (wakil kelompok) harus mendapatkan persetujuan dari anggota kelompok. Persetujuan ini dapat menggunakan mekanisme pemberitahuan. 

Umumnya upaya perdamaian dilakukan di luar proses persidangan, dan apabila pihak penggugat (wakil kelompok) dan tergugat sepakat dilakukan perdamaian maka diantara para pihak dilakukan perjanjian perdamaian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1851 KUHPerdata, maka perjanjian perdamaian dibuat dalam bentuk akta atau secara tertulis. Berdasarkan perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak maka hakim menjatuhkan putusannya (acte van verjelijk) yang isinya menghukum kedua belah pihak mematuhi isi perdamaian yang telah dibuat. Kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Para pihak dalam hal sepakat melakukan perdamaian maka tidak dimungkinkan upaya banding.

Terkait dengan mekanisme pemeriksaan class action tersebut, pengorganisasian dan atau persiapan gugatan class action pada tahap persiapan, persidangan, serta pada tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) tidaklah mudah, untuk itu perlu diperhatikan 2 (dua) hal utama, yaitu:

Kepentingan para korban pemakai produk barang dan/atau jasa ditempatkan di atas kepentingan dan/atau ambisi pribadi wakil kelompok/advokat dalam proses gugatan tersebut. 

Beberapa hal teknis persiapan gugatan class action, yaitu:

Pengumpulan fakta-fakta hukum (investigasi); 

Pembuatan opini/pendapat hukum, terutama menyangkut pokok perkara (subject matter); 

Pengorganisasian, termasuk pembentukan jaringan kerja (non litigasi); 

Penyadaran (konsienstisasi) masyarakat korban serta kampanye publik melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat korban; 

Penentuan wakil kelompok (class representative) dari para anggota kelompok (class members) untuk ditindaklanjuti dalam dokumen hukum surat kuasa sebagai dasar hukum advokat untuk mengajukan gugatan class action; 

Proses litigasi, mulai dari pembuatan surat gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) class action. 

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Gugatan  Class Action Dalam Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup
Sengketa ataupun gugatan perdata pada prinsipnya hanya dikenal ada dua jenis, yaitu karena adanya wanpresasi dan perbuatan melawan hukum. Apabila terjadinya perbuatan melawan hukum karena perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, maka upaya hukum yang tersedia adalah tiga wadah atau sarana yang dijadikan dalam menuntut pelanggaran lingkungan hidup, yaitu: sarana hukum administrasi, sarana hukum perdata dan sarana hukum pidana. Ketiga sarana ini memegang peranan penting dalam penegakan hukum lingkungan, namun dalam tulisan ini yang dikaji hanyalah penegakan dari sudut hukum perdata, yaitu dengan mengajukan guagatan ke Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen hukum perdata adalah untuk menentukan seseorang atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan, penggugat dituntut untuk membuktikan adanya pencemaran atau perusakan lingkungan. Di samping itu juga harus mempunyai sebab akibat (hubungan kausalitas) antara pencemaran dan kerugian yang diderita oleh penggugat. Pembuktian dalam kasus lingkungan karena terjadinya pencemaran seringkali ditandai oleh sifat-sifat khas, antara lain: 

Penyebab tidak selalu dari sumber tunggal, akan tetapi berasal dari berbagai sumber (multisources); 

Melibatkan disiplin ilmu lainnya serta menuntut keterlibatan pakar-pakar di luar hukum sebagai saksi; 

Akibat yang ditimbulkan seringkali tidak timbul seketika, akan tetapi berselang beberapa lama kemudian (long period of latency).

Pertanggungjawaban tergugat dalam gugatan perdata seringkali menjadi kendala bagi para korban pencemaran untuk menuntut keadilan melalui lembaga pengadilan, namun Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 tahun 2009) mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup mulai Pasal 84 s/d Pasal 93 yang memberikan ruang bagi pihak penggugat untuk menempuh jalur litigasi dan nonlitigasi. Pasal 1 butir 25 UU No. 32 tahun 2009 menentukan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa (Pasal 84 ayat (1) dan ayat (3 ) UU No. 32 tahun 2009).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui jalur luar pengadilan (nonlitigasi) dan jalur pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa perdata baik melalui jalur non litigasi maupun litigasi tidak boleh dilakukan secara bersamaan (simultan), artinya pemilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan dilakukan apabila penyelesaian melalui luar pengadilan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersangkutan (Pasal 84 ayat (3) UU No. 32 tahun 2009).

Penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara :

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Nonlitigasi) 
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain dengan cara pencegahan konflik (prevention), pengelolaan konflik (management conflict), resolusi konflik, penyelesaian konflik (settlement), dan pilihan penyelesaian sengketa (alternative dispute resoluion, ADR) atau sering disebut alternatif penyelesaian sengketa, APS).

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 hanya memberlakukan tiga bentuk APS, yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrasi. Pasal 85 ayat (3) disebutkan bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Para pihak yang mempunyai sengketa dibidang lingkungan dapat menyelesaikan sendiri dengan cara negosiasi, namun jika mereka tidak mampu menyelesaikannya, maka dibolehkan meminta bantuan seorang mediator atau arbiter. Perbedaan antara penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dan arbitrasi adalah terletak pada kewenangan memutus, dimana pada sistem mediasi seorang mediator tidak mempunyai kewenangan memutus sengketa mereka, sedangkan dengan sistem arbitrasi seorang arbiter memiliki kewenangan untuk memberikan putusan.

Bentuk-bentuk pilihan penyelesaian sengketa ini dapat digunakan untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian mengenai bentuk ganti kerugian, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya pencemaran dan perusakan lingkungan dan tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Pasal 85 UU No. 32 ahun 2009). Untuk menanggulangi masalah lingkungan ini pemerintah dan swasta dapat mendirikan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bebas dan tidak memihak (Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2 UU No. 32 tahun 2009).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan. Tindakan tersebut sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, namun penyelesaian di luar pengadilan ini dibatasi di luar perbuatan pidana.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Lembaga Pengadilan (Litigasi)
Penyelesaian sengketa perdata atau berperkara melalui pengadilan dilakukan untuk menggugat sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Tuntutan yang dilakukan oleh penderita (penggugat) adalah mengenai sejumlah ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu oleh pelaku (tergugat), misalnya menghentikan suatu perbuatan tertentu, memasang instrumen-instrumen pengolahan limbah yang baik, memulihkan fungsi lingkungan, memindahkan aktivitas pelaku (tergugat) ke tempat lain. Penentuan mengenai aspek ganti rugi dan berbagai tindakan yang harus dilakukan dapat dilihat ketentuannya dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 yang berbunyi: ”Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menmbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tersebut hampir mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, terutama mengenai kewajiban mempertanggungjawabkan terhadap kerugian karena perbuatan melawan hukum, namun mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya tetap mengacu kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian maka jelaslah bahwa pencemaran, perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan hukum, yang unsur-unsurnya adalah: (

Pencemaran lingkungan hidup; 

Perusakan lingkungan hidup; 

Perbuatan melanggar hukum; 

Adanya kerugian; 

Melakukan tindakan tertentu.

Dengan adanya kerugian sebagai kibat dari terjadinya perbuatan melawan hukum, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat pencemaran lingkungan dapat mengajukan tuntutan hak melalui pengadilan. Berdasarkan metode penafsiran (interpretasi), maka dapat ditentukan subjek sengketa lingkungan, yakni “para pihak yang berselisih” Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara lain adalah agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan, ganti kerugian dapat diberikan, penanggung jawab usaha/kegiatan menaati peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan hidup dapat dilaksanakan.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 jo Pasal 1365 KUH Perdata tentang ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali.

Menurut konsep strict liability atau tanggung jawab tanpa kesalahan terdapat suatu kewajiban tergugat untuk memikul tanggung jawab atas kerugian yang tidak dihubungkan dengan apa yang menjadi kesalahannya. Namun telah dibatasi oleh ketentuan Pasal 88 UU No.32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa “ Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Dengan asas tanggung jawab mutlak atau strict liability, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut ketentuan ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu dan yang dimaksud dengan “sampai batas tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Faktor penyebab gugatan class action dalam sengketa pencemaran lingkungan hidup adalah tindakan pencemaran atau perusakan yang dilakukan pihak lain (individu, perusahaan, atau pemerintah), kerugian massal dan dampak luas yang dialami banyak orang, serta adanya ketidakpuasan terhadap penyelesaian sengketa secara individu. Faktor lain termasuk kegagalan pemerintah dalam regulasi dan pengawasan serta kesadaran masyarakat yang meningkat untuk memperjuangkan haknya. 

Faktor penyebab langsung terjadinya gugatan  class action dalam sengketa pencemaran lingkungan hidup adalah :

Adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian:
Tercemarnya air oleh polutan seperti bahan kimia industri, limbah, dan sampah yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat.
Tindakan seperti perusakan hutan, pertambangan tanpa izin, dan pencemaran udara yang menimbulkan kerugian harta benda, kesehatan, dan hak masyarakat adat.
Dampak yang luas dan kerugian massal:
Pencemaran atau perusakan lingkungan biasanya tidak hanya berdampak pada satu atau dua orang, tetapi pada banyak orang sehingga tidak efektif jika diselesaikan secara individu.
Anggota kelompok yang mengajukan gugatan harus mengalami kerugian yang sama akibat tindakan tergugat. 

Faktor pendukung dan kontekstual terjadinya gugatan  class action dalam sengketa pencemaran lingkungan hidup adalah :

Kegagalan penegakan hukum dan regulasi:
Kebijakan lingkungan yang tidak jelas atau tumpang tindih dapat menciptakan celah bagi perusakan lingkungan.
Kurangnya pengawasan yang efektif oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.
Meningkatnya kesadaran masyarakat:
Kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan hak untuk mendapatkan keadilan semakin meningkat.
Masyarakat tidak lagi puas dengan penyelesaian sengketa secara individu dan memilih untuk menempuh jalur litigasi melalui gugatan perwakilan kelompok (class action).
Krisis kepercayaan publik:
Krisis politik dan ekonomi serta krisis kepercayaan terhadap pemerintah membuat masyarakat merasa perlu mengambil tindakan hukum sendiri untuk mendapatkan keadilan, terutama dalam kasus-kasus lingkungan hidup. 

Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan dalam sengketa lingkungan hidup adalah :

Hak perorangan atau warga untuk mengajukan gugatan
Pasal 65 UU No. 32 tahun 2009 menentukan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, mendapakan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan, mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, berperan dalam perlindungan dan pengelolaan, melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi serta menimbulkan kerugian baik bagi dirinya sendiri atau kemaslatan umum warga masyarakat, maka setiap orang atau warga masyarakat dapat mengajukan penyelesaian sengketa lingkungan tersebut melalui cara perdamaian di luar pengadilan (nonlitigasi) atau melalui lembaga pengadilan (litigasi)..

Kedua sikap tersebut dapat pula terjadi terhadap putusan Pengadilan Tinggi. Penggugat dan atau tergugat menerima putusan dan oleh karenanya pihak yang dimenangkan dapat memohon pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi tersebut dan apabila penggugat dan atau tergugat tidak menerima putusan Hakim dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan putusan Mahkamah Agung adalah putusan terakhir dan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap sebab tidak ada lagi upaya hukum selain daripada upaya hukum luar biasa yang akan membantah putusan tersebut, misalnya peninjauan kembali, sementara upaya hukum luar biasa tidak akan menunda pelaksanaan putusan. Artinya putusan tersebut tetap dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sekalipun pihak yang tidak menerima putusan melakukan upaya hukum luar biasa.

Proses pemeriksaan gugatan lingkungan hidup di pengadilan masih mengacu pada proses beracaranya perkara perdata yang bersumber pada Het herzeine Indonesisch Reglement (HIR), Reglement Buite Gewesten (R. Bg,) serta Reglement op de burgerlijke recht Vordering (Rv).
 Isi surat gugatan dalam sengketa lingkungan tidak diatur dalam UU No. 32 tahun 2009. Oleh karena itu masih mengacu pada peraturan per-undang-undangan sebelumnya, yaitu HIR, Rbg maupun Rv. Berkaitan dengan formulasi surat gugatan, HIR dan Rbg hanya mengatur tentang cara bagaimana mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai gugatan terdapat dalam Ps. 8 no. 3 Rv.

Dengan demikian maka gugatan diajukan seperti halnya dalam gugatan perdata biasa, yang berisi: 

Identitas para pihak, berisi mengenai nama lengkap, umur/tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat/domisili. Namun adakalanya kedudukan sebagai penggugat/tergugat dilakukan oleh cabang suatu badan hukum, oleh karenya harus dijelaskan mengenai Badan Hukum tersebut.

Posita/fundamentum petendi. Posita merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (middelen van den eis). Posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian/peristiwa hukum dan bagian yang menguraikan hukumnya, yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

Petitum merupakan bagian dari surat gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim. Petitum terdiri dari dua bagian, yaitu petitum pokok/primer yang berisi hal-hal/tuntutan pokok yang dimohonkan untuk dikabulkan oleh pengadilan, seperti menuntut putusnya perjanjian dengan ditambah ganti rugi atau menuntut pelaksanaan perjanjian dengan uang paksa. Bagian kedua, yaitu petitum subsidair, yang berisi hal-hal yang memberi kebebasan pada hakim untuk mengabulkan lain dari petitum primair.

Hak Masyarakat untuk Mengajukan Gugatan (Class Action)
Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 menentukan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Untuk pelaksanaan gugatan perwakilan (class action), Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai suatu cara pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang mawakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Perma No. 1 tahun 2002 menentukan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam gugatan perwakilan adalah: Pertama, Jumlah anggota kelompok atau orang yang merasa mengalami kerugian begitu banyak, sehingga tidak efektif dan efesien apabila gugatan dilakukan secara sendiri- sendiri atau secara bersama dalam suatu gugatan menurut prosedur biasa; Kedua, Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan bersifat substansial serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompok.

Pembentukan lembaga gugatan Class Action dimaksdkan sebagai berikut: 

Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (class representative). 
Perwakilan kelompok itu berindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompok; 
Dalam mengajukan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individu satu persatu identias anggota kelompok yang diwakili; 

Asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik; 

Seluruh anggota kelompok dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum dan kesamaan tuntutan hukum atau asas communality, yang melahirkan: kesamaan kepentingan (common inters), kesamaan penderitaan (common grievance) dan apa yang diuntu memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.

Formulasi gugatan dalam class action harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam HIR/R.Bg, namun terdapat kekhususan seperti yang diatur dalam Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2002 yaitu: 

Indentitas jelas dan lengkap tentang wakil kelompok; 

Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu; 

 Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan; 

Posita tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban pemberitahuan; 

Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggoa kelompok, yang terindifikasi maupun yang tidak terindifikasi di kemudian hari secara jelas dan rinci; 

Penegasan tentang beberapa bagian kelompok atau subkelompok; 

(Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi.

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup (Environmental Legal Standing)
Hak gugat dari Organisasi Lingkungan Hidup (Legal Standing) ini diatur dalam Pasal 92 UU No. 32 tahun 2009 yang menentukan bahwa hak gugat organisasi lingkungan hidup diatur dalam Pasal 92 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No. 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”.

Dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan bahwa hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Ayat (3) juga disebutkan “organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuh persyaratan” : 

Berbentuk badan hukum, (

Dalam Anggaran Dasar ditegaskan bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, 

Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasar paling singkat 2 (dua) tahun”..

Dengan demikian maka jelaslah bahwa legal standing adalah hak gugat lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau hak gugat organisasi lingkungan, yaitu hak gugat perorangan atau kelompok/organisasi yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan publik maupun kepentingan lingkungan. Oleh karena itu maka legal standing dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) Public Standing atau ground action, ground actie atau gugat organisasi, bila gugatan diajukan oleh organisasi lingkungan; (2) Private standing .atau citizen suit, hak warga negara atau perorangan yang dirugikan untuk bertindak menggugat atas kepentingan umum.
 

Pengakuan terhadap Legal Standing dalam sistem hukum lingkungan nasional adalah karena terjadinya kasus Indorayon Mojokerto atas gugatan WALHI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1998 dan kasus Yayasan WALHI, dkk berlawanan dengan Kejaksaan Negeri (Kasus Pakerin) dan Yayasan WALHI, dkk berlawanan dengan Presiden RI (kasus dana Reboisasi). Dengan terjadinya kasus-kasus tersebut telah merubah sejarah hukum lingkungan nasional (Indonesia) dan perkembangan kasus-kasus berdimensi kepentingan publik (public interst litigation). Hal ini karena selama ini berlaku doktrin konvensional perbuatan melawan hukum di Indonesia lebih manganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (point d”interest, point d”action) yang berarti bahwa seseorang atau kelompok dikatakan dapat memiliki standing apabila terdapat secara baik dan lalai dalam memenuhi hak-hak warga negara. Penggugat cukup membuktikan bahwa dia atau mereka adalah seorang warga negara. Dalam gugatan ini penggugat tidak perlu membuktikan bahwa penggugat memiliki kepentingan hukum atau pihak yang mengalami kerugian langsung dari tindakan kepentingan hukum (Keputusan Mahkamah Agung RI No. 294/K/SIP/1974).

Citizen Lawsuit.

Gugatan Citizen Lawsuit.adalah suatu prosedur gugatan atau sebuah bentuk gugatan yang diajukan warga negara terhadap pemerintah atau penyelenggara negara, yang tidak memenuhi kewajibannya secara baik dan lalai dalam memenuhi hak-hak warga negara. Penggugat cukup membuktikan bahwa dia atau mereka adalah seorang warga negara. Dalam gugatan ini penggugat tidak perlu membuktikan bahwa penggugat memiliki kepentingan hukum atau pihak yang mengalami langsung dari tindakan aas perbuatan tergugat (pemerintah). Gugatan ini tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok melainkan untuk kemaslahatan umum.

Gugatan ini dimaksudkan untuk menggugat tanggung jawab dari penyelenggara negara yang telah melalaikan tugas dan kewajibannya dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Kelalaian tersebut dikualifikasikan menjadi perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheid daad). Berdasarkan kelalain tersebut negara diperintahkan untuk memperbaiki kinerjanya dan mengeluarkan kebijakan yang mengatur umum (regeling) agar tidak terjadi lagi kelalaian di masa mendatang. Bentuk citizen lawsuit tidak dikenal dalam sistem civil law sebagaimana yang diterapkan di Indonsia. Penerapan sistem ini semula dikenal pada negara-negara yang menganut hukum commond law yang semula mengenai sengketa lingkungan, namun dalam perkembangannya tidak hanya menyangkut masalah lingkungan hidup melainkan telah meluas kepada semua masalah, tergugatpun tidak hanya negara atau penyelenggara negara, akan tetapi telah meluas kepada semua warga negara dan/atau perusahaan asalkan melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang.

Hak Gugat Pemerinah dan Pemerintah Daerah 

Mengenai hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah dalam hukum lingkungan diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa hak gugat ini dapat diterapkan terhadap kerugian lingkungan hidup yang bukan kerugian terhadap hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.  

Apabila ditafsirkan secara a contrario maka hak gugat tersebut baru dapat diberlakukan terhadap sebuah kerugian yang bersifat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terhadap hak milik publik maupun hak milik Negara. Permasalahan yang kemudian lahir adalah kriteria kerugian itu sendiri serta hak milik publik maupun milik Negara secara konseptual dan normatif , hal ini karena secara prinsip telah disepakati dalam Deklarasi Rio bahwa lingkungan hidup adalah satu kesatuan, dalam pengertian lingkungan hidup adalah milik seluruh masyarakat yang berarti kerugian terhadap lingkungan hidup tidak hanya menyangkut hak milik individu tertentu saja, tetapi akan menyangkut kepentingan publik/masyarakat luas termasuk Negara.

Sebagai badan hukum publik, maka salah satu fungsi pemerinah adalah memberikan perlindungan hukum dan dalam menjalankan fungsinya tersebut, pemerintah memiliki dua kedudukan, yakni sebagai wakil dari badan hukum publik dan sebagai pejabat dari jabatan pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan instrumen hukum keperdataan dalam upaya menjalankan fungsi pemerintahannya yang pada umumnya berbentuk perjanjian kebijaksanaan dan bukan merupakan suatu keputusan berupa tindakan hukum sepihak dari pemerintah, sehingga bila terjadi sebuah perbuatan melanggar hukum terhadap substansi perjanjian kebijaksanaan tersebut barulah pemerintah sebagai badan hukum keperdataan dapat bertindak sebagai tergugat maupun penggugat.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 90 ayat (1) UU No. 32 ahun 2009 yakni: 

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, 

Kewenangan mengajukan gugatan 

ganti rugi atau tindakan tertentu

Usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

Mengakibatkan kerugian lingkungan hidup vide penjelasan kerugian yang bukan hak milik privat.

Unsur pertama yakni tentang instansi pemerintah dan pemerintah daerah sebagai subjek penggugat. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU-PPLH tidak memberikan penjelasan terhadap pengertian “instansi pemerintah /pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup”. Dalam Pasal 1 hanya disebutkan bahwa Menteri yang bertanggung jawab atas upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menteri yang dimaksud dalam tata pemerintahan di Indonesia adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup, sehingga secara teori hukum administrasi negara, azas legalitas merupakan landasan lahirnya suatu wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan. Wewenang diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.. “Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik.

Keunggulan Dan Kelemahan Gugatan Class Action Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup
Gugatan perwakilan kelompok di Indonesia secara materiil sejatinya telah diatur pada Undang-Undang Lingkungan Hidup. Akan tetapi secara formil baru diundangkan pada tahun 2002 dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. 

Pada dasarnya, konsep gugatan perwakilan kelompok ini lahir untuk memudahkan penggugat yang berjumlah lebih dari satu atas perkara yang sama untuk mengajukan gugatannya secara kolektif sehingga proses peradilan itu lebih efisien.

Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal gugatan perwakilan kelompok juga memperhatikan asas fair play dan asas kebijaksanaan. Asas fair play atau disebut juga dengan asas permainan yang layak adalah asas yang menghendaki agar setiap warga negara diberikan kesempatan untuk mencari kebenaran dan keadilan yang menekankan pada pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa.

Pasal 1 huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok, gugatan perwakilan kelompok didefinisikan sebagai “Suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud”. Hakikatnya, Gugatan kelompok atau class action merupakan suatu cara atau metode dimana semua orang yang mempunyai tuntutan atau kepentingan yang sama dalam perkara yang sama bersatu untuk mengajukan gugatan agar lebih mudah dan efisien dalam proses peradilan. Berdasarkan Point a Rule 23 US Federal Rules of Civil Procedure, dinyatakan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengajukan suatu gugatan perwakilan kelompok adalah :

Pihak yang dirugikan sangat banyak sehingga tidak praktis apabila diajukan gugatan secara individual (The class is so large that it is impractical to join all the members); 
Terdapat masalah hukum yang sama (There are some legal or factual issues that the class has in common);
Memiliki tuntutan yang sama (The representative parties' claims or defenses are indicative of the class's claims or defenses); 
Kepentingan tersebut diwakili oleh satu pihak yang sama (The class's interests will be fairly and appropriately protected by the represented parties). 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugatan perwakilan kelompok pada umumnya merupakan gugatan perdata yang identik dengan gugatan ganti rugi yang diajukan oleh beberapa individu dalam jumlah yang tidak signifikan (biasanya hanya satu atau dua) untuk mewakili kepentingan mereka sekaligus mewakili kepentingan ribuan orang lainnya..

Gugatan class action atau perwakilan kelompok merupakan suatu cara yang ditempuh guna memberi kemudahan bagi mereka yang mencari keadilan agar pemulihan hak-hak yang telah dilanggar melewati jalur keperdataan mampu didapatkan. Adanya gugatan class action atau perwakilan kelompok ini bertujuan utuk meminimalisir adanya suatu gugatan yang bersifat individual atas suatu kasus yang terjadi, serta fakta hukum dan juga tuntutan yang memungkinkan terhambatnya suatu proses perkara di pengadilan dan juga agar terciptanya efisiensi waktu serta biaya yang ringan dalam mengajukan gugatan di pengadilan. 

Gugatan class action sendiri pada perkembangan hukum di Indonesia bisa dikatakan sebagai suatu kemajuan yang tumbuh di masyarakat yang sadar dengan haknya sebagai warga negara. Tujuan dari adanya class action sendiri dapat dilihat dalam konsiderans yang ada pada PERMA No.1 Tahun 2002 antara lain disebutkan sebagai berikut :

Menumbuhkan kederhanaan jalur masyarakat dalam mendapatkan suatu keadilan. 
Mengefektifkan suatu pelanggaran hukum yang korbannya dalam jumlah yang banyak. 
Bertolak dari tujuan sebagaimana diuraikan di atas, maka diharapkan banyak memberikan keuntungan dan juga manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat apabila menggunakan class action dalam proses penyelesaian sengketa yang telah terjadi. 

Menurut Ontario Law Reform Commision, ada tiga manfaaat class action yaitu: 

Peradilan yang lebih ekonomis; 

Dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada pengadilan;

Mengubah perilaku para pelanggar yang melakukan pelanggaran.
 

Secara umum, terdapat beberapa keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh yakni:

Proses berperkara menjadi sangat ekonomis 

Dengan melakukan penuntutan hak ke pengadilan melaui mekanisme class action masyarakat dapat terhindari dari pengulangan gugatan mengenai permasalahan, tuntutan, dan fakta hukum dari kelompok orang yang mendapat kerugian. Sehingga gugatan class action menjadi lebih ekonomis. Manfaat ekonomis juga ada pada diri tergugat, sebab dengan class action tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan masyarakat korban.

Akses terhadap keadilan 

Melakukan tuntutan ke pengadilan dengan cara bersama-sama akan mengurangi hambatan yang ada apabila penggugat melakukannya secara individu biasanya berada pada posisi yang tidak kuat dari segi perekonomian maupun pengetahuan mengenai hukum. Serta menghindari putusan yang sifatnya tidak tetap. 

Menumbuhkan sikap kehati-hatian serta merubah sikap para pelanggar 

Melalui class action bisa memberikan hukuman kepada orang atau badan hukum yang memang sudah terbukti melakukan kesalahan agar mau bertanggung jawab membayar ganti kerugian sesuai dengan biaya yang sudah ditentukan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya maka para pihak terdorong untuk bersikap hati-hati dan diharapkan dapat memunculkan efek jera. 

Mengurangi biaya litigasi per orang karena dibebankan ke seluruh anggota kelompok yang dirugikan, menjadikannya solusi yang lebih ekonomis daripada kasus individual.
Menghemat waktu dan sumber daya pengadilan dengan menghindari banyak kasus yang serupa dan menghindari putusan yang berulang dan inkonsisten.
Mendorong pelaku pelanggaran untuk lebih berhati-hati karena potensi denda yang besar dan dampaknya yang luas terhadap kelompok orang yang dirugikan.
Memberikan akses hukum bagi korban yang kerugiannya terlalu kecil untuk mengajukan gugatan individual, sehingga hak-hak mereka dapat dipulihkan.
Satu putusan pengadilan dapat memberikan penyelesaian yang adil untuk seluruh korban, tidak perlu mengajukan kasus satu per satu. 

Berdasarkan uraian diatas, maka gugatan  class action lingkungan hidup memiliki keunggulan berupa efisiensi biaya dan waktu serta efek jera yang kuat bagi pelanggar, karena menangani banyak korban sekaligus dalam satu kasus. Namun, kelemahannya meliputi kesulitan dalam mengelola kelompok yang besar, kerumitan dalam koordinasi dan penetapan keanggotaan, risiko ketidakadilan bagi anggota jika tidak cermat, serta beban keuangan yang sangat besar bagi tergugat yang bisa menyebabkan kebangkrutan. 

Keunggulan karakteristik dari jenis gugatan class action sehingga layak dipilih dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan kelompok masyarakat tertentu di Indonesia adalah dengan adanya gugatan class action ini apabila pihak korban menang dalam suatu perkara yang menggunakan gugatan class action dan sudah memiliki kekuatan hukum, secara otomatis korban yang lain dapat meminta ganti kerugian atas haknya tanpa perlu mengajukan gugatan lagi kepada pengadilan. Selain itu apabila masyarakat memilih gugatan class action dalam penyelesaian sengketa dapat memberikan manfaat dalam upaya hukum yakni gugatan class action dapat memunculkan perubahan pada sikap masyarakat dalam mendapatkan keadilan dan mayarakat dapat lebih berani dalam menuntut hak-haknya di pengadilan.
Praktiknya gugatan class action sendiri masih memiliki kelemahan yang dapat menjadi penghambat bagi para pencari keadilan di lembaga peradilan dimana kelemahan ini terletak pada PERMA No. 1 Tahun 2002 mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok. Apabila ditinjau dari segi yuridisnya PERMA No.1 Tahun 2002 menimbulkan suatu permasalahan, yakni seperti yang telah diketahui bahwa bentuk peraturan ini tidak di kenal dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia oleh sebab itu kekuatan hukum dari PERMA ini masih menjadi suatu pertanyaan. Selanjutnya, apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara PERMA dengan HIR atau RBG makan peraturan mana yang akan di dahulukan?18 Apabila ditinjau dari segi yuridis formal, maka PERMA tersebut bukan lex specialist dari HIR maupun RBG tetapi perma ini menjadikan HIR atau RBG ini sebagai dasarnya sehingga hal ini dapat menajadi penghambat bagi para pencari keadilan gugatan class action di lembaga peradilan. 

Apabila  ditinjau juga dari segi substansi PERMA ini pada dasarnya hanya mengatur mengenai prosedur gugatan class action saja, masih banyak hal yang tidak diatur di dalamnya sehingga banyak terjadi kekosongan norma seperti contohnya cara penentuan ganti kerugian dan juga apabila gugatan tersebut lolos di peradilan sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap lantas bagaimana cara membagi ganti kerugian tersebut. Hal ini juga mengakibatkan di dalam implementasi dari perma ini bisa timbulnya suatu pemahaman dan interpretasi yang beragam.

Kelemahan gugatan class action lingkungan hidup antara lain :

Kesulitan pengelolaan: Semakin besar jumlah anggota kelompok, semakin rumit mengelola pemberitahuan, koordinasi, dan pendistribusian ganti rugi kepada setiap anggota.
Masalah koordinasi: Sulit untuk mendapatkan satu perwakilan yang efektif dan jelas untuk mewakili seluruh kelompok, terutama jika ada konflik kepentingan atau koordinasi yang lemah antar anggota.
Potensi ketidakadilan: Masalah bisa timbul dalam penentuan keanggotaan kelompok dan daya ikat putusan hakim, yang berpotensi merugikan anggota tertentu.
Beban finansial bagi tergugat: Besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada banyak anggota dapat sangat membebani tergugat, bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan.
Risiko kegagalan gugatan: Kegagalan bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakjelasan jumlah penggugat, masalah dalam penyusunan posita dan petitum, atau kegagalan dalam memenuhi persyaratan administratif seperti pemberitahuan (notifikasi) yang benar. 

Akibat dari kelemahan pengaturan dari class action, maka dalam praktiknya jika masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan melalui mekanisme class action tidak heran apabila di pengadilan menggunakan metodenya sendiri-sendiri dan terkesan tidak konsisten dalam mengambil keputusan mengenai sengketa yang ada. Sehingga akan ada hakim yang menerima gugatan maupun menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa tidak adanya hukum acara yang mengatur hal tersebut.
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